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BUPATI JEPAR A

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 201
TENTANG

JENJANG NILA)I PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA

Menimbang

Mengngat

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BUPATI JEPARA,

a. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengeiolaan Keusngan Badan Layanan Umum Daerah,
periu mengatur adanya jenjeng niai dalam Pengadaan Barang
dar/ ateu Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a peru mensiapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai
Pengadan Barang dan /atay Jasa Pada Badan Layanan Umum
Daarah (BLUD).

: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenteng Pembentukan

Daerah - deersh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesa
Nomor 4288 ):

Undang - Undang MNomor 1 Tahun 2004  tertang
Perbendaharsan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4356 ).

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan { Lermbaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4383 )

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daersh (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437). sebagai.mana teiah bebsrapa kali diubah terakhir
dengan Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tertang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Ingonasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4844



ol

Mea nel apkan :

Persturan Pemerntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republic Indonesiz Tanun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4548);

Petaturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeioiaan Keuangsn Daerah (Lembaran Negara Republik
hdonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonasia Nomor 4578);

Perautran Prescien Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahy

Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 08/
PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa
pada Badan Layaran Umum:

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Dasrah;

11. Keputusan Menten Kesehatan Republik ndonesia Nomor 703/

Menkes / SK / IX / 2005 lentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan DBarang / Jasa Pada instansi Pemerntah Pola
Pengeiciaan Keuangan Badan Layanan Umum d Lingkungan
Departemen Kesehatan,

12 Peratwan Dasrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006

tentang Pokok - Pokok Pengelolasn Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lesbaran Daerah Republk indonasia Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  JENJANG  NILAI
PENGADAAN BARANG DAN !/ ATAU JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD),

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalamn Peraturan Bupati ni yang dmeksud dengan

e
b

Bupati adatah Bupati Jepara.

2 Pemerintah Daetah acalah Bupsli beserta Perangkat Daerah sebagal unsur
penysianggara Pemenntanan Daersh Kabupaten Jepara.

3 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Uit Kena Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah d lingkungan Pemesrrtah Daerah yang dibentuk untuk membenian

pelayanan kepada masyargkat berupa penyediaan barang dan / atau jasa
yang ¢ijual tanpa mengutamakan mencar keuntungan dan dalam melakukan



B adailah kelduasaan pengeiciaan keuangan / parang ELUD pada
IS Wranty yang capat dkecualkan dan ketentuan yang beriakw

gous Anggar an yang seanutya tisebut PA adalah pejabat pemegang
persunaan anggaran Satuan Kera Perangkat Daerah atau

Seatat yang2sa~akan pada Insttus kan Péngguna APBN/APBD

§ Papcat Pengeic'a BLUD acaah Pmpinan BLUD yang bertanggung jawab
erSasap wnena operasanal BLUD. terdini dari Pemimpin, Pejabat Keuangan
=2~ Peaca: Tekns yang sefulannya o sesuaikan dengan nomenklatur yang
ber g« Zaza ELUD yangbersangkutan.

T  Feyega bDarang dan / asau jasa adaah Badan Usaha atau orang
savsegratian yang kegatan usahanya menyed akan barang / layanan jasa
sasua: ketentuan peraturan perundang - undangan yang beraku,

& Kelompok Kerja yang selanjuthya disetut Fokja adalah kelompok kerja
pengadasn yang berfungsi melaksanakan pengadaan barangfjasa.

S Smacat Penpadaan adabh personl yang memilki sertifikat keahlian
rengazaan carang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barangfjasa.

10. Praktk bisnis yang sehat adalah penyelsnggaraan fungsi organisasi
perdasarkan kaidah — kaidsh manaemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB 1
PRINSIP DAN CARA PENGADAAN BARANG! JASA

Pazal 2

Feiaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD hanus dilakukan
berdasarkan prinsip eofisienal. efektfitas. transparan. bersaing, adi / tdak
diskriminatif. akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat

Pasal 3

Pengadaan barang dan / atau jma pada BLUD diaksanakan berdasarkan
katentuan yang beflaku bagi pengadaan barang dan /atau jssa Pemerintah.

Pasal 4

(1) Bag BLUD dengan siatus penuh, dapat diberkan fleksbillas berupa
pembebasan sebagian atau seluwuhnya dari ketentuan yang berlalu umum
bagt pengadaan barang dan / atau jasa Pemenntah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 apablla terdapat alasan efektvitas dan / atau efisiensi

ksibiitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap
@ Pe diberi
pengadaan barang can / alau jasa yang sumbér dananya berasal dan

a Josa layanan
b Hibah tdak terikat:

¢. Hagll kerjasama dengan mihak ain
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SRR Sarang Gan | Athu |42 BLUD cilaxsanakan sesusi dengan
e T $dJ 00RO
R
3
S Pasa! §

Sencacaas sacang dan [ aau jasa sebagamana d maksud dalam Pasal 4
Slesar asa- cergasarkan ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang
Whetaraas cieh pemimpin BLUD aas  persetujuan  Bupati  dengan
STOermE kan pansip-pRnspsebaga’ mana dmaksud datam Pasal 2.

Perwtazan sepagaimana dimaksud pada gyat (1), harus dapat menjamin
catprsasaac barang can/ atau jasa yang lebh bermutu. lebih murah. proses
pengazaan yang séderhana can cepat sena mudah menyesuaikan dengan
sabuturar untuk mendukung kelancaran pelayanen BLUD.

Pasal §

Pengadaan sebagaimana dmaksud daam Pasat 4 ayal (3) menggunakan
ranca bukh parjanjian.

Tanda bukti perjanjian sebagaimana dmaksud pada Ayat (1) adalab sebagai
ekt

a. [Bukti penislian

b Kuitanst

c. Surat Perintah Keria (SPK); atau

¢ Surat Perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf a digunakan
untuk Pengadasn Barang/ Jasa yang nilainya sampsi dengan Rp
1C.000.C00.- isepuluh juta rupiah}).

Kuitansi sebagaimana dmaksud pada ayat (2) mxuf b digunakan untuk
Pengadaan Barang/lasa yang niainya sampai dengan Rp. 30 000.000.- figa
puluh juta rupiah).

SPK sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huuf ¢ digunakan uniuk
Pengadaan/ Pekerjaan kontruksiiJasa lainnys dengan nilal sampai dengan
Rp. 100.000.000 - (seratus juta rupiah) dan wntuk Jasa Konsuliasi dengan
nilai sampar dengan Rp. 50.000 000- (ma puluh juta rupiah).

Swat Perjanjian sebagaimena dimaksud pacs ayat (2) huuf d digunakan
untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Kantruksi / Jasa linnya dengan nda
datas Rp 100 000.000.- (seratus juta rup ah) den untuk Jasa Konsulias
dengan nilai datas Rp 50.000.000 - (ima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya bersumber sebagaimana
dimaksud datarm Pasal 4 ayat (20 dapat O laksanakan derngan metode sebagai

berimst

a Pengadaan barang dan / aau jasa dangan nilal sampai dengan

Rp.500.000 00000 ( lima ratus juta rupiah ) dapat diakukan pengadaan
langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit



e Seemadsan | Parma Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan
e T KeCH atau non kG,

. N Samen der / wau jasa dengan nilal sampai dengan Rp
S0 (satu milyar ruprah) dilakukan pelelangan sederhana oiah
yana dhnjuk
S
. “wpataas Barang Jasa dengan niai dratas Rp.1.000 000.000,00 (satu milyar
L Slasukan dengan melode pelelangan umum dan melalui LPSE
Lawarae mengadaan Secara Elektron k).

Pasal 8

Swrgadaan Daang dan / Zau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat,
Sl uEan sesual oengan ketentuan dai pemben hibah, atas ketentuen pengadaan
saranig dan | @50 jasa yang beraku bagr BLUD sepanjang disetuj oleh pember
3N

Pasal ¢

Pelaksanaan pengadasn Barang dan / atau Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan oeh Panttia Pengadaan.

(2)  Pamimpin BLUD membentuk Panitia dan Keiompok Kerja sebagai pelaksana
pengadaan, yang bertuges secara khusus untuk melaksanakan pengadaan
barang dsn / atau jasa keperiuan BLUD

3) Pelaimana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdri deri
perscnil yang memaham tsla cara pengadaan. substansi pekerjaan /

kegiatan yang bersangkutan dengan bidang lain yang d perivkan sesual
cengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang beriaku.

848 Wl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketertuan yang beum daur dalam Peraturan ni sepanjang mengenal tekns
pelaksanaannya ditetapkan oleh pemimpin BLUD

Pasal 11

Dengan berdakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor
5 Tahun 2009 entang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah (Benta Daerah kabypaten Jepara Tahun 2009 Nomor

5) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku



Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar sshap orang mengetahuinya, memerintahikan pangundangan Pematuran
Bupati inl dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan d Jepara
pada tangged & Apnil 2o

[ &

HENDRO MARTOJO

Dwndangkan c Jepara
pacaranggel & Aen'l 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
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BERTA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 4 £



